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KEPUTUSAN KEPALA DINAB PENDIDIKAN
NOMOR :B/400.3.1/ (810 /Disdik-AID.1/111/2024

TENTANG

PERUDATIAN NAMA BATUAN PENDIDIKAN
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK UBIA DINI NEGERI]

TAMAN KANAK-KANAK (TK)

NEGERI DESA/KELURAHAN TAIIUN 2024

KEPFALA DINAS PENDIDIKAN,

. bahwa  dalam rangka tectib  andministeanl untuk

b.

o

perubihan noumne satuan pendidikan awantn menjod
satuan  pendidiknn negert don mengembanghan
pelayanan  pendidikon Kepndan manyaraknt — sertn
mendukung penpembangnn progoon Pendidikan Annk
Usine Dind Toomon Kook knnnk Negert Desn/ Kelurahon
tinpkat usin anak A (empat) sampad dengan O {ennm)
tnhun  untuk  menvesuntkon  dengnn - Dol Pokok
Pendidikan,

bahwa  berdoasarkan  pertimbonpgan sebopidimann
dimaksud dalam hural o, perli menetapkian Keputusan
Kepaln Dinas Pendidikan tentang, perubohan nniman
tingknt Satuan Pendidilion Annk Unin Dini - Negert,
Toman  knnok-kanak  Neperi Desa/Kelurnhnn Tahun

20241,

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999  lentang
Penvelenggarnnn Nepara yang Bersih don Deban daor
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran - Negarn
Republik Indonesin Tahun 1999 Nomor 75, Tambnhan
Lembaran Nepnrn Republik Indonesin Nomor 3851,

Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentuknn Kobupaten Tannh Bumbu dan Kabupnten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2003 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomor
42065),

Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 lentang Sislem
Pendidikan  Nasionnl  [Lembaran  Negarn  Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembarann
Negarn  Republik  Indonesin Nomor 4301);Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tenlang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tanhun 2002 Nomor 110, Tnmbnhan Lembnrnn
Negarn Republik Indonesia Nomor 42335),




10.

11.

12.

13.

14.

19.

. Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 1074 lentang

Kesejahternan  Anak  (Lembaran  Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3143):

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah menjadi
Undang-Undang (LLembaran Nepgara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan:

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengparaan
Pemernintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

Daerah,;

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 1 Tahun ED_H
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3_1 Tahun
2007 tentang Organisasi dan Tata Kkerja Direktorat
Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional I.':In. 58 Tahun
2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia (Kemendikbud) Nomor : 84 Tahun Eﬂ_l-f?i
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16
Tahun 2007 tentang Pembentukan, '!{edu_uzlukan. Tugas
Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Kabupaten Tanah  Bumbu (Lembaran Daerah
KabupatenTanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14

Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah KabupatenTanah Bumbu Nomor 16 tahun 2007

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2013 Nomor 14);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan vang Menjadi
kewenangan Pemenntahan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomaor 20);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17

Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2014
Nomor 17);

18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2015

tentang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita
Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG
PERUBAHAN NAMA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI NEGERI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DESA/KELURAHAN TAHUN 2024

Menyetujui perubahan nama tingkat Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini Negeri, Taman Kanak-Kanak Negeri
Desa/Kelurahan Tahun 2024 dengan daftar Lembaga
sebagaimana lercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Guna  kelengkapan serta pendukung pelaksanaan
operasional PAUD layanan Taman Kanak-kanak Negeri

Desa/Kelurahan tersebut maka perlu mempersiapkan hal-
hal benkut:

a. keperluan/kelengkapan sarana prasarana  yang
diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan
tempat dan Alat Permainan Edukatif (APE),

b. mempersiapkan tenaga edukatif yvang diperlukan sesuai
dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Tenaga
Teknis Kegiatan (PTK) PAUD serta pelatihan; dan

c. menyiapkan  administrasi Kelompok Kerja dan
pembiayaan kegiatan di PAUD layvanan Taman Kkanak-
kanak Negeri tersebut.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan

ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daecrah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran
2023 melalui DPA Dinas Pendidikan

KEEMPAT :Reputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 Maret2024

Tembusan kepada yth :
1. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan

2. Lembaga yang bersangkutan,
3. Arsip.
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Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka tertib admin

%

PAUdepelayampendmlmn

dimaksud dalam huruf a, perlu menz&plm: Kepuman
Bupati tentang Persetujuan Izin O Tingkat
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Taman kanak-
kanak Negeri Desa Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndouesia Nuwior 4235);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,

Tambahan...
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10.

11

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tent

Nomor 33’ 'I‘ambl o
Indonesia Nomor 4700);

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan...
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16.

17

18.

19.

20,

21.

tentang Tata Naskah Dinas dl
Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun

2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan chudayaa.n Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781),

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022
Nomor 7);

22. Peraturan...
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Memperhatikan: Nota Dinas Kepala  Dinas

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

B/400.3.1/7371 /Disdik-UD. 1/W/2024 _
Hal:  Mohon Persetujuan Draf SK Bupati te -
Operasional Satuan PmddenAnakUmDi:ﬁ[PAUB)N
Desa Program Layanan Taman Kanak-Kanak Negeri Desa
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN IZIN
OPERASIONAL TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI NEGERI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DESA TAHUN
2024.

Menetapkan Persetujuan izin operasional Tingkat satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri, Taman Kanak-
Kanak Negeri Desa Tahun 2024 dengan daftar Lembaga
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional

PAUD terpadu layanan Taman Kanak-kanak Negeri tersebut

maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut:

a. keperluan/kelengkapan  sarana  prasarana  yang
diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan
tempat dan Alat Permainan Edukatif (APE);

b. mempersiapkan tenaga edukatif yang djperlukan sesuai
dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Tenaga
Teknis Kegiatan (PTK) PAUD serta pelatihan; dan

c. menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan
kegiatan di PAUD layanan Taman Kanak-kanak Negeri
tersebut.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui DPA Dinas
Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT...
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